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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan tentang 

Implementasi Transparansi Informasi Pada Website Pemerintah Daerah 

Kabupaten Muaro Jambi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

4.1.1 Implementasi E-government pada Website Kabupaten Muaro Jambi 

belum dapat dikatakan sudah baik, hal ini dikarenakan terdapat 

beberapa kompenen penting dalam implementasi  E-government yang 

belum dapat terpenuhi diantaranya yaitu :  

a. Content Development 

Menurut Panduan Penyelenggaraan Situs Badan Pemerintahan yang 

diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) 

pada tahun 2017, situs website badan pemerintahan sekurang-

kurangnya harus memiliki 8 konten wajib yang harus tersedia. Dari 

delapan konten tersebut Website Kabupaten Muaro Jambi yang belum 

terpenuhi yaitu tidak adanya komunikasi dua arah pada layanan aspirasi 

dan pengaduan,  serta tidak tersedia akses link untuk mengunjungi 

media sosial resmi badan pemerintahan lainnya seperti Facebook, 

Instagram dan Youtube. 

b. Competency Building 

Dinaskominfo memiliki sumber daya mausia pada bidang teknologi 

informasi terdiri dari 6 orang dengan 3 orang berstatus sebagai ASN 

dan 3 orang lagi TKS. Akan tetapi pada kondisi saat ini, sebagian besar 
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dari SDM TI yang ada merangkap beberapa tugas untuk setiap SDM TI, 

misalnya seorang SDM TI bertugas sebagai programmer, database 

desainer dan juga system analyst. Hal ini tentunya membuat pelayanan 

menjadi tidak efekti dan efisien karena satu orang  harus  membidangi 

berbagai pekerjaan. 

c. Citizen Interfaces 

Pada bagian ini sudah tersedia Multi Acces Channel  badan 

pemerintahan , akan tetapi link rujukan  media sosial resmi pemerintah 

tersebut tidak dicantumkan pada website sebagai rujukan media 

informasi lain bagi masyarakat. Selain itu tidak terjadi komunikasi dua 

arah antara pemerintah dengan masyarakat pada berbagai media sosial 

resmi pemerintahan  tersebut,  

4.1.2 Transparansi Informasi 

1. Dalam penerapan transparansi informasi pada Website Kabupaten 

Muaro Jambi belum transparan karena dari tiga aspek penting 

informasi yang harus di publikasikan oleh pemerintah masih belum 

terpenuhi , diantaranya yaitu :  

a. Dokumen-Dokumen Publik 

Menurut Undang-Undang  No 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterebukaan Informasi Publik dalam pasal 11 dijelaskan bahwa 

informasi yang wajib disediakan setiap saat oleh badan publik yaitu 

ada delapan informasi. Dari delapan informasi tersebut website 

muaro jambi telah memuat informasi mengenai dokumen publik 
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APBD dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Peraturan daerah, 

peraturan bupati serta surat edaran dan keputusan lainnya namun 

informasi yang dipublikasikan masih sangat terbatas dan belum 

lengkap. 

b. Aktivitas Birokrasi 

Pada bagian aktivitas birokrasi sudah disampaikan berbagai 

macam informasi kegiatan pemerintah daerah kabupaten muaro 

jambi khususnya kegiatan bupati dan wakil bupati akan tetapi 

informasi yang ditampilkan masih terkesan informasi umum 

mengenai rutinitas kinerja pemerintahan sehari-sehari. Seharusnya 

berita yang di publikasikan itu kegiatan-kegiatan yang menyangkut 

kebijakan pemerintahan mulai dari proses perumusan kebijakan  

sampai pencapaian kinerja dari pemerintahan. 

c. Anggaran 

Pada bagian  anggaran tidak tersedia menu yang memuat 

informasi mengenai transparansi pengoloaan  anggaran daerah atau 

TPAD. Seharusnya  sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor : 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan 

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang menginstruksikan 

bahwa pemerintah daerah untuk dapat menampilkan informasi 

dokumen pengelolaan keuangan  daerah pada website resminya 

masing-masing. Padahal Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang 

Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah sudah ada 
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sejak tahun 2012 maka dari itu  sudah jelas bahwa Pemerintah 

Daerah Kabupaten Muaro Jambi seharusnya sudah membuat menu 

khusus yang berisi informasi mengenai transparansi pengoloaan  

anggaran daerah. 

2. Derajat Transparansi  

Berdasarkan dari aksesibilitas publik serta akurasi informasi yang 

tersedia pada website Pemerintah Daerah  Kabupaten Muaro Jambi. 

Untuk saat ini tingkat transparansi pada website Pemerintah Daerah  

Kabupaten Muaro Jambi berada pada derajat transparansi yaitu 

manipulatif karena untuk aksesibilitas publik sudah tersedia dan 

mudah dipahami, hanya saja pada akurasi informasi yang tersedia 

masih kurang dan belum lengkap. 
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4.2 SARAN 

Berkaitan dengan layanan pada penerapan transparansi informasi di website 

Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang dikelola oleh Dinas 

Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Muaro jambi, maka beberapa saran yang 

dapat peneliti sampaikan, yaitu :  

1. Perlu adanya penambahan  sumber daya manusia khususnya pada 

bidang tekhnologi informasi dan komunikasi, karena kondisi yang ada 

saat ini sebagian besar dari SDM TI  yang ada masih  merangkap 

beberapa tugas. 

2. Tampilan website perlu untuk diperbaharui dan dilengkapi menu yang 

terdiri dari berbagai konten yang sudah diatur menurut Panduan 

Penyelenggaraan Situs Badan Pemerintahan yang diterbitkan oleh 

Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) pada tahun 2017 

dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 

188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan 

Anggaran Daerah, yaitu perlu dibuat menu khusus transparansi 

pengelolaan anggaran daerah. 

3. Informasi yang di sediakan harus akurat dimana informasi yang 

ditampilkan harus lengkap disajikan dalam kurun waktu tertentu yaitu 

pada tahun-tahun sebelumnya sampai waktu terbaru informasi itu harus 

di publikasikan. 

 


